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Penelitian ini membahas perjanjian kerja dalam sistem alih daya pasca berlakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang. Alih daya (outsourcing) merupakan praktik ketenagakerjaan yang
lazim diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, termasuk
pada badan usaha milik negara seperti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Namun, praktik alih daya kerap menimbulkan permasalahan hukum, terutama
terkait kepastian hubungan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja. Perubahan
regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa pergeseran paradigma pengaturan
alih daya, khususnya dengan dihapusnya pembatasan eksplisit mengenai jenis
pekerjaan yang dapat dialihdayakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah ketentuan perjanjian kerja alih daya
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan perlindungan
hukum yang memadai bagi pekerja, serta untuk menganalisis kesesuaian perjanjian
kerja alih daya yang diterapkan oleh PT Yaza Pratama sebagi perusahaan penyedia
jasa alih daya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fokus penelitian diarahkan pada dua bentuk hubungan hukum, yaitu perjanjian
pemborongan pekerjaan antara PT Yaza Pratama dan PT PLN, serta Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT Yaza Pratama dan pekerja alih daya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat
preskriptif, yang didukung oleh pendekatan peraturan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi

kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dilengkapi
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dengan data empiris berupa hasil wawancara dan observasi sebagai bahan
pendukung untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik
pelaksanaan di lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan
penalaran hukum dan interpretasi terhadap norma-norma ketenagakerjaan yang
relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara
normatif telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi pekerja alih daya
melalui penegasan kewajiban adanya perjanjian kerja tertulis, kejelasan status
hubungan kerja dalam bentuk PKWT atau PK WTT, serta penetapan perusahaan alih
daya sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak
normatif pekerja, termasuk upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja,
serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun demikian,
penghapusan pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan menunjukkan
adanya pergeseran pendekatan dari model pembatasan substantif menuju
fleksibilitas normatif, yang berpotensi melemahkan perlindungan pekerja apabila
tidak diimbangi dengan pengawasan dan kepatuhan hukum yang kuat.

Dalam konteks studi kasus, perjanjian kerja alih daya yang diterapkan oleh PT Yaza
Pratama pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan formal dan substansial
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis,
menetapkan status hubungan kerja sebagai PKWT, memuat pengaturan mengenai
upah sesuai standar minimum, jaminan sosial, serta kompensasi pada akhir masa
perjanjian. Dengan demikian, secara yuridis perjanjian kerja tersebut dapat dinilai
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih diperlukan
penguatan aspek kepastian kerja dan keberlanjutan perlindungan hak pekerja.
Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja alih daya pasca
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak lagi bertumpu pada pembatasan jenis
pekerjaan, melainkan pada kepastian dan kualitas isi perjanjian kerja serta tanggung
jawab perusahaan alih daya sebagai pemberi kerja. Oleh karena itu, kepatuhan
terhadap norma perjanjian kerja dan pengawasan pelaksanaannya menjadi kunci

utama untuk menjamin perlindungan hukum pekerja alih daya di masa mendatang.
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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perjanjian kerja dalam system alih daya pasca
berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan
regulasi tersebut menghapus pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan
dan menempatkan perjanjian kerja sebagai instrumen utama perlindungan pekerja.
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan perlindungan hukum bagi pekerja
alih daya serta kesesuaian perjanjian kerja yang diterapkan oleh PT Yaza Pratama
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan
hukum telah diatur, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan

perusahaan dan pengawasan pemerintah.

Kata Kunci: Alih Daya, Perjanjian, Undang- Undang Cipta Kerja

Keyword: Outsourcing, Contract, Omnibus Law
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